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Isu dan Permasalahan

Berbagai inisiatif pengembangan pariwisata inklusif bagi penyandang disabilitas tuna rungu kini
tengah digalakkan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Tasikmalaya. Komunitas
Metamorfrosa bersama para relawan muda berperan sebagai pelopor dalam menghadirkan
aksesibilitas wisata yang ramah bagi teman tuli melalui implementasi program-program khusus.
Program tersebut mencakup pelatihan bahasa isyarat bagi para pelaku industri pariwisata,
pengembangan media informasi berbasis visual, serta penyusunan standar pelayanan yang
mendukung kebutuhan pengunjung dengan disabilitas. Inisiatif ini  bertujuan untuk
menciptakan lingkungan pariwisata yang benar-benar inklusif, di mana teman tuli dapat
menikmati pengalaman wisata tanpa menghadapi hambatan komunikasi. Inisiatif ini menjadi
yang pertama di Indonesia dan memperoleh apresiasi luas karena menempatkan teman tuli
tidak semata-mata sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai agen perubahan dalam
sistem pariwisata. Kolaborasi antara komunitas, pemerintah daerah, serta pelaku industri
pariwisata menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem pariwisata yang inklusif,
partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi
sarana pemberdayaan sosial khususnya bagi kelompok rentan.

Upaya serupa juga tengah dikembangkan di Labuan Bajo, Flores, melalui pelatihan bagi para
pelaku wisata guna menghadirkan layanan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.
Pemerintah daerah bersama sektor swasta mulai merumuskan kebijakan serta membangun
infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, termasuk penyediaan pemandu wisata yang
menguasai bahasa isyarat dan fasilitas penunjang lainnya. Langkah ini mencerminkan
komitmen nasional dalam mewujudkan pariwisata yang benar-benar merangkul seluruh lapisan
masyarakat. Inisiatif yang berlangsung di Tasikmalaya dan Labuan Bajo menunjukkan adanya
pergeseran paradigma dalam pengelolaan pariwisata di Indonesia, dari pendekatan yang
cenderung eksklusif menuju model yang lebih inklusif, adil, dan setara. Selain memperluas
akses terhadap sektor pariwisata, pendekatan ini juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan,
mengedepankan keberagaman, dan membuka peluang ekonomi baru yang inklusif dan
partisipatif. Semangat inklusivitas juga tercermin dalam sektor kuliner, salah satunya melalui
kehadiran kafe ramah disabilitas seperti Sunyi Coffee House. Kafe ini menjadi ruang aman dan
terakses bagi penyandang disabilitas tuna rungu, dengan seluruh baristanya merupakan teman
tuli. Pengunjung diajak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat atau melalui kartu
percakapan yang tersedia, menciptakan suasana interaksi yang inklusif sekaligus edukatif.
Inisiatif semacam ini tidak hanya memperkuat ekosistem sosial yang lebih setara, tetapi juga
menjadi bukti bahwa prinsip inklusivitas dapat diterapkan secara nyata di berbagai sektor
kehidupan, termasuk industri kuliner.

Gagasan ini layak untuk diimplementasikan secara luas di seluruh wilayah Indonesia dengan
mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, komunitas
disabilitas, serta institusi pendidikan dan pelatihan. Prinsip inklusivitas perlu diintegrasikan ke
dalam standar pelayanan pariwisata nasional, antara lain melalui program pelatihan bahasa
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isyarat bagi tenaga kerja di sektor pariwisata dan kuliner. Selain itu, dukungan nyata juga dapat
diwujudkan dalam bentuk insentif bagi pelaku usaha yang menyediakan fasilitas ramah
disabilitas, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas pelayanan, guna menciptakan
lingkungan pariwisata yang benar-benar inklusif dan berdaya guna bagi semua kalangan.
Inisiatif yang telah dijalankan di Tasikmalaya dan Sunyi Coffee House dapat dijadikan model
inspiratif yang layak direplikasi di berbagai daerah lain, dengan tetap mempertimbangkan dan
menyesuaikan pada kearifan lokal masing-masing. Salah satu contohnya adalah pengembangan
UMKM kuliner di kawasan wisata yang melibatkan teman tuli sebagai barista atau staf layanan,
sekaligus mendorong pelatihan komunikasi inklusif bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini,
lembaga pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia
yang memiliki pemahaman dan keterampilan untuk melayani pengunjung dengan disabilitas
secara profesional dan empatik.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital berpotensi besar dalam mendukung pariwisata inklusif
melalui penyediaan panduan wisata yang bersifat visual dan mudah diakses, baik dalam bentuk
aplikasi maupun situs resmi yang dirancang khusus agar ramah bagi penyandang disabilitas.
Dalam jangka panjang, pengembangan sistem pendataan yang terintegrasi mengenai kondisi
aksesibilitas di sektor pariwisata akan menjadi landasan penting dalam proses evaluasi dan
penyusunan kebijakan yang lebih responsif. Apabila diterapkan secara konsisten dan
menyeluruh, pendekatan ini diyakini dapat membentuk lanskap pariwisata Indonesia yang lebih
manusiawi, adil, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

DPR RI khususnya Komisi VII, perlu memberikan perhatian serius terhadap
berkembangnya inisiatif pariwisata inklusif bagi penyandang disabilitas tuna rungu
di berbagai daerah. Dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi VII DPR Rl dapat
mendorong lahirnya regulasi yang mewajibkan penerapan standar layanan inklusif
di sektor pariwisata dan kuliner, termasuk kewajiban pelatihan bahasa isyarat bagi
para pelaku usaha. Dari aspek pengawasan, penting untuk memastikan bahwa
kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Pariwisata benar-benar
mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Sementara dalam fungsi
penganggaran, Komisi VII DPR Rl dapat menginisiasi alokasi dana khusus yang
ditujukan untuk pelatihan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang
ramah disabilitas, serta digitalisasi informasi wisata yang aksesibel. Dukungan ini
akan menjadi langkah strategis dalam mengarusutamakan prinsip inklusivitas
dalam pembangunan pariwisata nasional yang berkeadilan, partisipatif, dan
berkelanjutan.
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